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ABSTRACT
As sunset policy's run to increase government tax revenue, people went in
queue to get the tax identity number (Nomor Pokok Wajib Pajak or NPWP)
personally or collectively, regardless they really knew r.vhat the concequencies or
they only followed the trend. This research seek to know how the understanding
of tax rules for collective tax payer and does the understanding of tax rules level
significantly influence torvard the accomplishment of tax obligation? Hence, the
hypothesis is there is an influence between understanding of tax rules level toward
the accomplishment of tax obligation. The sample of this research is 105
respondents, and are selected with these following criteria: admistrative and
educative staff, collectively got their tax identitiy number, and had the tirne to
fullfill the quesionaire. Validity and reliablility test show that the instruments are
all valid and reliable. It is found that the mean of the understanding of tax rules for
collective tax payer is 88.08. It rneans that the understanding lel'el is in nrediunr
range.
The avarage of to the accomplishment of tax obligation is 7.35 means that
there is a high level of occornplishment. The result of the regression test shor.vs
that there's no intluence betr.veen the understanding of tax rules level to the
acconrplishuent of tax obligation. The result proves that the hypothesis is aside.
There are three research lin-ritations are fbund, first that there's a f-erv respondents
testable response" second ali of the respondents use fbm'r 1770SS only. and third
the use of self rating method by the variable of accomplishrner.rt of tax obligation.
Keyrvords: collective, tax rule understanding level, accon,plishrnent of tax
obligation
I. Latar Belakang
Pajak rnerupakan salah satu altemative yang inenjadi primadona bagi
pendapatan pemerintah. Undang 
- 
undang perpajakan menuntut semua warga
negara yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai
subyek pajak, oleh karena itu mereka wajib untuk rner.rdafiar NPWP.
I Staf Pengajar Jurusan Akuntansi
2 StafPengajar Jurusan Akuntansi
3 Staf Pengajar Jumsan Akuntansi
FE Unika Soegijapranata Sentarang
FE Unika Soegijapranata Semarans
FE Unika Soegijapranata Sentarang
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Sisten'r pembayaran pajak yang diterapkan di Inclor.resia saat ini adalah seff'
assessment dimana pemerintah menuntut warga Negara untuk aktif melaporkan
pajaknya. Sistem Self'assesntent yang cliterapkan saat ini memungkinkan seorang
wajib pajak dengan tingkat kesadaran pajak yang rendah untuk melakukan
penghindaran pajak, dengar.r tidak rnau merniliki NPWP sehingga tidak
rnelaporkan pajaknya. Oleli karena itu, dalam upaya ekstensifikasi perpal'akan,
saat ini per.nerintah menerapkan kebijakan stmset policy sebagai upaya
meningkatkan jurnlah masyarakat ber 
- 
NPWP. Kebijakan stutset policy ini juga
dikuatkan dengan perubahan peraturan pajak penghasilan dengan memberikan
rev'ard, berupa kemudahan dan keringanan tarif pajak bagi mereka yang memiliki
NPWP dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki Npwp, diharapkan
akan mampu menambah penerimaan pajak pemerintah, dengan asumsi dengan
semakin banyak orang yang ber-NPWP maka akan semakin banyak orang yang
kemudian melaporkan dan membayarkan paj aknya.
Kebijakan pemerintah tersebut kemudian disikapi positif oleh beberapa institusi
yang kemudian secara sukarela melakukan pendaftaran kolektif NPWP bagi
karyawan 
- 
karyawan yang bernaung di dalamnya. Salah satunya adalah LINIKA
Soegijapranata karena sebagai sebuah institusi pendidikan, UNIKA Soe_eijapranta
diharapkan mampu memberikan kontribusi ke rnasyarakat, salah satunya dengan
rnemberikan contoh nyata, bagairnana berperilaku taat hukum. Akan tetapi
pendaftaran secara kolektif ini rnemiliki kelenlahan, yaitu ada kemungkinan,
mereka yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, tetap tidak memenuhi kewajiban
pajaknya. Penelitian sebelumnya oleh Stefana Dyah Ayu dan Rini Dwi Hastuti(2007). menemukan bahrva salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat
kepatuhan seseorang terhaclap pajak adalah pandangannya tei'haclap kompleksitas
dari aturan pajak yar-rg ada. Sernakin kon-rpleks aturan rnenyebabkan pernahar-nan
terhadap aturau rnenjadi rendah, sehingga dampaknya adalah wajib pajak menjadi
tidak patuh pajak. Kondisi ini semakin diperparah, ketika perrdatlaran NPWP
yang clilakukan bukan atas kesaclaran. melainkan karena paksaan dari ilstitusi.
Kernungkinan besar tingkat per.nahaman ter-hadap aturan perpajakan aclalah
rendah. sehingga kelnudian mereka tidak tahu bahrva dengan ber- Npwp
trlembawa konsekuensi - konsekuensi untuk melaporkan kewajiban pajak mereka.
Berdasarkan hal tersebut maka penelitiar-r yang dilakukan adalah dengan meneliti
tingkat pemahan-ran aturan pajak pada WP yang mendaflar secara kolektif dan
pengaruhnya terhadap pemenuhan kervajiban pajak mereka.
Semua warga negara yang memiliki penghasilan di atas prKp wajib untuk
mendaftar NPWP. Akan tetapi, sistem Self assesnrcnt yang diterapkan saat ini
mernungkinkan seorang wajib pajak dengan tingkat kesadaran pajak yang rendah
untuk melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dilakukan dengan tidak mau
memiliki NPWP sehingga tidak rnelaporkan pajaknya. Kebijakan sLtnset policl,
yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya rneningkatkan jumlah
masyarakat ber 
- 
NPWP. Kebijakan ini nantinya diharapkan akan mampu
menambah peuerimaan pajak pemerintah. Penelitian ini mencoba untuk
menganalisis apakah ekstensifikasi perpajakan saat ini yang diterapkan dengan
adanya kebijakan sunset poliq, mampu merubah kecenderungan penghindaran
pajak yang dilakukakan oleh wajib pajak, karena meskipun sudah ber- Npwp,
dengan sistem self assement yang diterapkan, masih din"rungkinkan adanya tax
evasion atau penghindaran pajak secara illegal. Tax et,asion bisa terjadi bukan
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dikarenakatl ultsur kesengajaan, tetapi karena reuclahnya peniahaman terhadap
aturan pajak, sehingga wajib pajak tidak menyadari adanya pelanggararl yang
dilakukan, dalarn hal ini tidak terpenuhinya kervajiban perpajakan. Hal ini
terutama terjadi pada rvaiib pajak yang rnendaftar secar kolektit. Peneliti
tnerumuskan bagaimana tingkat pemahaman aturan pajak pada wp yang
mendatlar secara kolektif dan apakah tingkat pemaharlan berpengaruh pacla
pemenuhan kewajiban perpajakan wP yang mendaftar secara kolektit.
Diharapkan penelitian ini n-remberikan bukti empiris mengenai efektif-itas
sunset policy pada wajib pajak ber 
- 
NPWP yang terdaftar secara kolektif
terhadap penurunan tingkat penghindaran pajak, yang ditunjukan melalui tingkat
pemenuhan pajak dan bukti empiris mengenai tingkat pemaharran wajib pajak
mengenai aturan perpajakan yang ada.
II. Kerangka Teoritis
II.1 .Pengertian Pajak
Detlnisi pajak menurut Soemitro (1990), seperti dikutip Waluyo dan Ilyas(2000) rnenyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa
timbal (kontroprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umufil.
Sebagaimana ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak seperti tersebut di atas,
terlihat dua fungsi pajak, yaitu:
a. Fungsi penerimaan (budgetair): pajak berfungsi sebagai sumber dana yang
diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pernerintah.b. Fungsi tnengatur (regtiar): pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonorni.
Mengacu pada pengerlian dan fungsi pajak seperti tersebut di atas, rnaka
kepatuhan (compliance) masyarakat untuk membayar pajak daiam peran sertanya
rnenanggung pernbiayaan llegara rnenjadi sangat penting. Kepatuhan pajak (tcr
contpliance) rnenurut Roth et al., 1989:21 dalam Sour,2004 menyatakan bahwa:
cornpliance u'ith reporting requirements nleans thctt the tax pctlter.files ctll
rcrluirecl tax rettu'tt ot lhe proper linte ctncl thctt the rettil't'ts ctccttrcttelt,
report tax liability in accordance u,ith the internal rer)enue code,
regulatiott, and court clecision applicoble at the tinte the rettrn is fited.
II. 2. Pe n g lri ndaran Paj uk
Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah harnbatan-hambatan
yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya
penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawurun uktif
dan perlawanan pasif.
I[.A. Perla\yanan Pasif
Pellawanan Pasif adalah perlawanarl yallg inisiatifirya bukan dari wajib pajak itu
sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pulut it".
Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral
dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.l. Struktur Ekonomi
I
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Contoh: Pajak penghasilan yang cliterapkan pada masyarakat agraris. padahal
pajak ini diperuntukkan untuk rnasyarakat cli negara industri. Oatam pajak ini,
wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan nettonya.2. Perkembangan Intelektual dan Moral penduduk
Perla',vanan pasif yang timbul clari lernahnya sistem kontrol yang dilakukan
oleh flscr.rs ataupur.r karena objek pajak itu sendiri sulit untuk dikontrol.
Cara Hidup N{asyarakat di Suatu Negara
contoh: masyarakat yang hidup di daerh tropis yang hanya melriliki dua
musim sehingga rnemungkinkan mereka bekeqja sepanjang tahun. Hal ini bisa
mengakibatkan mereka bekerja lebih santai dan hasilnya tidak optimal.4. Teknik Pemungutan Pajak Itu Sendiri
Contoh: untuk pajak yang cara perhitungannya rurnit dan memerlukan
pengisian formulir yang rumit pula, maka perlu diadakan penyuluhan pajak
untuk menghindari adanya perlawanan pasif terhadap pajak. iadi, setiap tahun,
peugas pajak melakukan penyuluhan dari kantor perpajakan mulai daii pusat
sampai ke daerah.
Perlawanan pasif sangat kuat dirasakan oleh pajak langsung dari pada pajak tidak
langsung. Hal ini disebabkan oleh karena cara perhitungan pajaf tidat iangsung
lebih sederhana dari pajak langsung.
II.B. Perlalvanan Aktif
Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu
sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan 1,ang secara langsung ditulrt u.,
terhadap fiscus dan bertujua, untuk menghindari pajak atlu ,i-,.ng*ungi
kervajiban pajak yang seharusnya dibayar.
Ada 3 cara perlarvanan aktif terhadap pajak, yaitu: penghindaran pajak (rax
Avoidance), Pengelakan Pajak (Tctx Et,ctsion). Melalaikan Pajak, clan peiimpu1,u,
pajak.
l. Penghindaran Pajak (Tux Avoitlance)
Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindarap pajakini' wajib pajak tidak secara jelas n-relanggar unclang-r-rnclan-e set ailpun
kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tictak seiuai clelgan
n.raksud dan tujuan pernbuat undang-undang.
Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu:
1.1. Menahan Diri
1.2. Pindah Lokasi
1.3. Penghindaran pajak Secara yuridis
1.4. Pengelakan Pajak (Tax Evasion).
Pengelakan pajak terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan. Halini merupakan pelanggaran terhaclap undang-undang dengan maksud
melepaskan diri dari pajak/rnengurangi dasar penetapan pajak dengan cara
menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. wajib pajak di setiap
negara terdiri dari wajib pajak besar (berasal dari ruttltinational
co rporation yang terdiri dari perusahaan-pemsahaan penting nasional) dap
wajib pajak kecil (berasal dari profesional bebas yang terdiri dari dokter
)iang membuka praktek sendiri, pengacara yang bekerja sendiri, dll).
Kecenderungan wajib pajak rnerakukan penghindaran atau pengelaka,
pajak (dengan asumsi negara yang mempunyai sistern p"n"gaku, hukum
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yang bagus dau orallg-orang yang tidak rnuclah disuap) adalah sebagai
belikut:
- Wajib Pajak Besar Wajib pajak besar memiliki kecenderungan untuk
melakukan penghindaran pajak (Tax Aroidance), karena:
o. Perusahaan besar mer-niliki biro-biro hukum atau tim lau,ver yang
tangguh yang lnampu mencari celah dalatl undang-undang pajak;
b. Pembukuan dilakukan oleh banyak orang sehingga resiko
terjadinya kebocoran juga besar;
c. Jika wajib pajak besar ingin melakukan pengelakan pajak, rnereka
harus mernperkecil keuntungannya di mata publik. Perusahaan
yang labanya kecil, performancenya akan tumn sehingga harga
sahamnya turun. Hal ini mengakibatkan pamornya turun di depan
relasi dagallgnya. Sehingga mereka akan kehilangan relasi yang
mengakibatkan kerugian yang lebih besar dibandingkan
pen gurangan tarif paj ak.
- Wajib Pajak Kecil Wajib pajak kecil cenderung melakukan pengelakan
pajak (Tax Evation) karena:
a. tidak punya kemampuan untuk mencari celah undang-undang
pajak;
b. apabila dokter,/profesional bebas menyembunl,ikan sebagian
pendapatannya, kecil kernungkinan diketahui oleh fiscus karena dia
sendiri yang tnencatat penghasilannya;
c. Penghasilan para profesional bebas sulit dilacak oleh.y'scus karena
biaya yang dibayar oleh pasien kepada dokter tidak menguransi




III. Keudilan Sistem Perpaj akan
Equitv rheory (Adams 1963, i965 dalarn Wartick 1994) mendiskusrkan ecluit.v
dalam istilah input dan outconle. Ketika seseorang lnempuuyai rasio outcome
terhadap input yang berbeda dengan yang seharusnya rnaka terjadilah inequil1t
(distributit,e justice). Kdtik terhadap teori ini menyatakan bahrva teori tersebut
hanya mempefiimbangkan keadilan (fairness) atas outcotne saja daripada keadilan
prosedur yang justru menghasilan outcorne. Oleh karena itu keadilan atas
mekanisme, struktur, dan proses sering disebut dengan istilah procedural justice.
Teori Kognisi Referen (referent cognitions theoryt) adalah teori yang memprediksi
bahwa seseorang akan mengalami perasaan deprivasi relatif (relative deprivation)
dan memberikan respon terhadap perasaan tersebut. Salah satu prediksi respon
yang ditunjukkan adalah atas ketidakadilan yang diarnatinya. Teori ini
n-rengintegrasi distributit'e justice dan procedtu'al justice menjadi evaluasi
keadilan (fairness).
Salah satu asas pernungutan pajak yang paling penting sebagairnana dikemukakan
oleh Smith dalarn Waluyo dan Ilyas (2000), menyatakan bahwa pemungutan pajak
hendaknya didasarkan pada asas equality. Asas equality ini menegaskan bahwa
pemungutan pajak harus bersitat final, adil, dan merata, yaitu dikenakan kepada
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orang pribadi yang harus sebanding dengan kernampuan membayar pajak sesuai
dengan rnantbat yang diterirna. Adil dirnaksudkan bahrva setiap wajib pajak
tneny'umbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebatrding dengan
keper-rtingannya dan mantaat yang diminta.
Asas keadilan tersebut didukung oleh Musgrave dalam Waluyo dan Ilyas (2000)
yang menyatakan bahwa terdapat dua rlacam asas keaclilan dalam pemungutan
pajak:
(1) BeneJit principle: setiap wajib pajak harus membayar sejalar-r dengan manfbat
yang dinikmatinya dari pemerintah.
(2) Ability principle: setiap pajak yang dibebankan kepada wajib pajak didasarkan
atas kemampuannya untuk membayar.
Keadilan pungutan pajak, juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu:
(1) Keadilan horisontal: apabila beban pajaknya sama atas setiap wajib pajak yang
memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang salxa,
tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.
(2) Keadilan vertikal: apabila orang dalam keadaan ekonomis yang sama
dikenakan pajak yang sama.
Dengan menggunakan konsep keadilan ini maka akan dapat dilihat bagaimana
kemungkinan kecendrungan seseorang untuk menghindari paj ak.
Pengembangan Hipotesis : Pengaruh Tingkat Pemahaman wajib pajak yang
Mendaflar Secara Kolektif Terhadap Pemenuhan Kewajiban pajak Mereka
Saat ini pernerintah menerapkan kebijakan sto:set policv setragai upaya
nreningkatkan jur.rrlah tnasyarakat ber 
- 
NPWP. Kebijakan stmset policy ini juga
dikuatkan dengan perubahan peraturan pajak penghasilan dengan mernberikan
re'uvard, berupa kemudahan dan keringanan tarif pajak bagi rnereka yang niemiliki
I'iPwP dibandingkan dengan mereka yang tidak merniliki Npwp. Bagi
pernerintah kebijakan ini nantinya diharapkan akan malnpu menambah
penerimaan pajak peinerintah, dengan asumsi dengan semakin banyak orang yang
ber-NPWP maka akan semakiu banyak orang yang kemuclian melaporkan dan
mernbayarkan pajaknya. Penelitian ini rnencoba untuk menganalisis apakah
eksterisifikasi perpajakan dengan penerapan kebijakan stmset policy mampu
merubah kecenderungan penghindaran pajak yang ciilakukakan oleh wajib pajak,
karena rneskipurr sudah ber- NPWP, dengan sistem selJ'assement yangditerapkan,
masih dimungkinkan adanya penghindaran pajak. Terlebih berdasarkan fenomena
yang ada hampir semua instansi kernudian menguruskan Npwp untuk tiap
pegawainya secara kolektif. Disini terlihat, bahwa pengurusan NPWP lebih pada
kondisi keterpaksaan, bukan karena adanya pemahaman mengenai keharusan
untuk membayar pajak. Tax evasion bisa terjadi bukan dikarenakan unsur
kesengajaan, tetapi karena rendahnya pemahaman terhadap aturan pajak, sehingga
wajib pajak tidak menyadari adanya pelanggaran yang dilakukan, dalam hal ini
tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan. Sedangkan orang yang mengetahui
secara pasti aturan pajak, akan cenderung untuk menaati pajak, karena tahu persis
apa kewajibannya dan konsekuensi negatif, jika ia melakukan penghindaran pajak.
Oleh karena itu dalam penelitian ini dihipotesiskan bah,uva :
Ha : Terdapat pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap pemenuhan
kervajiban pajak WP yang mendaftar secara kolektif.
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IlI. Populasi clan Sampel
Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang
mempunyai karakteristik terlentu (Indriantoro & Suporno, 1999 : ll5). Populasi
yang dipilih dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orarrg Pribadi yang bekerja
di UNIKA Soegijapranta Semarang. Total karyawan dan dosen di UNIKA
sebanyak 397 dikurangi karyawan kontrak 38 orang, dosen tetap terbatas 9 orattg.
sehingga populasi penelitian sebanyak 350 orang.
Sampel adalah sebagian atau rvakil populasi yang akan diteliti (Arikunto, 1998:
117). Metode penelitian yang digunakan adalah purposive sampling dengan
kriteria :
1. Wajib Pajak adalah Staff Administrasi dan Edukatif UNIKA Soegijapranata
tetap
2. Wajib Pajak didaftarkan NPWP secara kolektif oleh institusi
3. Wajib Pajak dapat ditemui dan bersedia mengisi kuesioner secara lengkap
3.1. DeJinisi Operusionsl dan Pengukuran Vuriabel
3.1.1. Variabel Independen : Pemahaman Aturan Pajak
Pemahaman aturan pajak disini adalah tingkat pengetahuan responden mengenai
kervajiban pelaporan pajak yang harus dilakukannya. Tingkat pemahaman diukur
berdasarkan aturan pajak, dengan menggunakan skala likert 5. Jawaban SSS (
Sangat setuju ) diberi skor 5 artinya responden memiliki pemahaman tinggi
terhadap aturan perpajakan, dernikian sebaliknya Jawaban STS ( Sangat Tidak
setuju ) dan TM ( tidak mengetahui adanya aturan tersebut ) diberi skor 1 artinya
responden memiiiki pemahauan rendah terhadap aturan perpajakan.
3.1.2. Variabel dependen : Pemenuhan Kervajiban Perpajakan
Kecenderungan rneiakukarr penghindaran pajak didiflnisikan sebagai seberapa
baik seseorang lnemenuhi ke',vajiban pajaknya. Variabel ini penelitian berupa
peftanyaan mengenai pemenuhan kervajiban pajak yang dilakukan, dalam hal ini
disesuaikan dengar.r jenis SPT yang clilaporkan. , dengan menggunakan skala likert
5. Jarvaban SSS ( Sangat setuju ) diberi skor 5 arlinya responden rnemiliki tingkat
pernenuhan kewajiban perpajakan tinggi terhadap aturan perpajakan, demikian
sebaliknya Jawaban STS (Sangat Tidak setuju ) diberi diberi skor 1 artinya
responden merniliki tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan rendah
IV. Uji Validitas dan Reliabilitas Data
IV.l.Uji Validitas
Pengujian validitas dilakukan untuk rnengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner.
Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian
Validitas dilakukan dengan mernbandingkan antara t- table dengan t- hitung.
Pefianyaan dianggap valid jika t- hitung > t 
- 
tabel.. Dengan sample sebesar 56
maka df adalah 54, berdasarkan tabel tersebut maka diperoleh nilai r-tabel sebesar
0.2632. Berdasarkan hasil pengujian tersebut semua pefianyaan dalam variabel
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Varibel Nilai Cronbach Alpha Reliabilitas
Pernahaman .9631 Reliabel
Kewaiiban Paiak .8173 Reliabel
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per-relitian yang pertama (pemahan-ran aturan pajak) adalah lebih besar
clibarrdingkan 0.2632 sehingga serrua perlanyaan adalah valid.
IV.2.Uji Reliabilitas
Reliabilitas sebeuarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indicator dari konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika
jawaban perlanyaan seseorang dari waktu ke waktu stabil sama.. Pengujian
dilakukan dengan cara reliability analisis. Suatu variabel dikatakan reliabel jika
nilai cronbach Alpha > 61.1o .
Tabel3.4
Pengujian Reliabilitas
Berdasarkan pengujian reliabilitas yang dilakukan diperoleh hasil nilai
cronbach alpha sebesar 0.9637 dan 0.8173 yang berarli diatas 67.1%. sehingga
dapat dikatakan bahwa variabel pemahaman dan kewajiban pajak terwakili oleh
instrument yang variabel.
IV.3. Uji Model
Uji Asumsi Klasik pada Model:
1. Uji Normalitas
Uji nornlalitas berlujuan untuk mengu-ii apakah dalarn model regresi var-iable
pengganggu atau residual merniliki distribusi nonlal (Ghozaii, 2005 : i 10).
Penelitian ini rnenggunakan anaiisis Kohrogoror, 
- 
smimov untuk rnenguji
clata iromal atau tidak. Melalui ar.ralisis yang dilakukan jika nilai kohnogorof
smimorrnya tidak signifikan, maka dapat disimpulkan behwa data bersifat
normal.
Uji Multikolinearitas
Pengujian ini ditujukan untuk menguji apakah terjadi korelasi antara variabel
bebasnya (Ghozali, 2005: 91). Multikolienaritas dapat dilihat dari nilai
tolerance dan nilai variance inflation factor (vIF). Suatu model regresi
dikatakan tidak mengalarni multikolienaritas jika tidak terdapat nilai tolerance
yang lebih kecil dari 10 oA, dan tidak terdapat nilai vlF yang lebih besar dari
i0. Pengujian ini tidak dilakukan karena dalam penelitian hanya memiliki satu
variable independen
Uji Autokorelasi
Perigujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalarn model regresi linear
ada korelasi atau kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-l
(sebelumnya) (Ghozali, 2005: 95). Pengujian dapat dilakukan dengan
menggunakan metode Durbin 
- 
Watson. Dikatakan tidak terjadi autokorelasi
ketika nilai durbin Watson berkisar antara 1.585 < dlv < (4 
- 
1.585). Dengan
demikian model dikatakan memenuhi asumsi ini. Pengujian ini tidak perlu
J,
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dilakukal karena data yang digunakan berupa data primer persepsi seseorang
pada suatu waktu tertentu bukan berupa data periode atau runtut waktu (tirne
series) sehingga tidak ada periode yang sebelumllya ( t -1 ).
4. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini bertuiuan untuk rnenguji apakah dalar-n model regresi terjadi
ketidaksarnaan variance dari residual satu pengamatan ke pengarnatan yatlg
lai1. Data clikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika tingkat
signifikans iny a > 5 o/o.
IV.4.Uji Hipotesis
Hipotesi"s dalim penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi
sederhana dengan persamaan sebagai berikut :
KWJB PJK: p0 + pIPAIIAM
Hipotesis diterima jika masing-masing koefisien regresi variable independent
positif dan memiliki probabilitas value kurang dari alpha (u).
V. Gambaran Responden
Populasi aclalah sekeiompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang
-.*prryui karakteristik tertentu (Indriantoro & Supomo, 1999 : 115). Populasi
yang dipilih dalam penelitian ini adaiah Wajib Pajak orang pribadi yang bekerja di
UXifA Soegijapranata Semarang. Populasi ini dipilih berdasarkan perlimbangan
bahrva orang pribadi lebih bisa mei,vakili persepsi rvajib pajak terhadap pajak yang
acla. Persepsi Oraug Pribacii disini bukan metupakan persepsi yang mervakili
badau / oiganisasi tertentu, sehingga ciiharapkan akan mampu mencerminkan
pandangan iesuangguhnya seorang pernbayar pajak atau wajib pajak terhadap
penyelenggaraaan pajak. Dari 350 respondeu yang menjadi target penelitian
iernyata hanya 105 responden yang belsedia mengisi kuesioner. Dari 105
responden tersebut, dikeluarkan dad sampel penelitian karena tidak mernenuhi
kriteria porposive sarr-rpling penelitian ini yaitu mereka tidak rnetniliki NPWP
selcliri, ticlak didatlarkan secara kolektif di UNIKA, data yang diisikan di
kuesioner tidak lengkap, mengisi kues tidak sesuai dengan petunjuk Dengan
dernikian hanya terdapat 56 r'esponden yang akhimya rnenjadi sarnpel penelitian
ini.
V. l.Deskriptif statistik
Berdasarkan jawaban responden terlihat bahwa tingkat pemahaman responden
mengenai aturan perpajakan memiliki rata - rata sebesar 88.08. Nilai ini
menunjukan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak adalah sedang. Hal tersebut
ternyata sebanding dengan tingkat pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan
oleh wajib pajak yaitu memiliki tingkat rata - rata 7.35 yangjuga berada pada
kisaran tinggi. Hasil statistik deskriptif responden dapat dilihat pada tabel 4.1
berikut ini.
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Tabel4.1
Deskriptive Statistik Penelitian
V.2. Pengujian Asumsi Klasik
Uji Asumsi Klasik pada Model:
l. Uji Nonnalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalarn model regresi variable
pengganggu atau residual memiliki distribusi nomal (Ghozali, 2005 : 1 10).
Penelitian ir-ri tnenggunakan analisis Kolmogorov 
- 
smimov untuk ilenguji
data normal atau tidak. Melalui analisis yang dilakukan ditemukan bahwa nilai
kohnogorof smimovnya tidak signifikan, maka dapat disimpulkan behr,va data
bersifat normal.
Tabel4.5




















a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
2. Uii Multikolinearitas
Pengujian ini ditqukan untuk menguji apakah terjadi korelasi antara variabel
bebasnya (Ghozali, 2005: 9l). Multikolienaritas dapat dilihat dari nilai
tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Suatu rnodel regresi
dikatakan tidak mengalami rnultikolienaritas jika tidak ter<lapat nilai tolerance


























10. Pengujian ini sebenantya tidak perlu clilakukan karena dalam penelitiair
hanya memiliki satu variable independent.
Dari hasil tersebut terlihat bahwa model regresi yang digunakan dapat
dikatakan tidak rnengalarni multikolienaritas jika tidak terdapat nilai tolerance
yang lebih besar dari l0 0,6, dan tidak terdapat nilai VIF yang lebih kecil dari
10.
Uji Autokorelasi
Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi linear
acla korelasi atau kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-l
(sebelumnya) (Ghozali, 2005: 95). Pengujian dapat dilakukan dengan
menggunakan metode Durbin 
- 
Watson. Dikatakan tidak terjadi autokorelasi
ketika nilai clurbin Watson berkisar antara 1.585 < drv < (4 - 1.585). Dengan
den-rikial 1roclel dikatakan rlenienuhi asur.t-tsi ini. Pengujian ini ticlak perlu
cliiakukan karena data yang digunakan berupa data primer persepsi seseorarlg
pada suatu rvaktu tefientu bukan berupa data periode atau runtut waktu (time
series) sehingga tidak ada periode yang sebelumnya ( t -1 ).
Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini berlujuan untuk rlenguji apakah dalatl rnodel regresi terjadi
ketidaksamaan variattce clari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lai1. Data clikatakan tidak terjadi heteroskeclastisitas jika tingkat




a. Dependent Variable: ABS-RES
Pengujian Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan
sederhana dengan persamaan sebagai berikut :
KWJB pJK: B0 + plpAHAM
Hipotesis diterima jika masing-masing koefisien
positif dan memiliki probabilitas value kurang
menggunakan analisis regresi
regresi variable independent
dari alpha (o) sebesar 5 o/o.
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Adapun hasil pengujian dengan tnenggunakan regres lienear seclerhana ditunjukan
dalam tabel ,1.7 berikut ini.
Tabel 4.7





a Dependent Variable: KWJBPJK
Hasil pengujian dengan menggunakatt regresi linear sederhana
n-renunjukan hasil bahr,va pengaruh pemahaman atutan pajak terhadap pemenuhan
kervajiban pajak mempunya koefisien positif ( 0.007 ) dan rnempunyai pengaruh
.vang tidak signifikan (.873 ) maka hipotesis penelitiar-r pemahaman terhadap
aturan pajak berpengaruh positif terhadap pernenuhan keu,ajiban pajak ditolak.
Hipotesis penelitian dalarr penelitian ini ditolak bisa disebabkan karena
keterbatasan penelitian dalam hal sampel. Kondisi Wajib Pajak yang bersedia dan
dapat rnenjadi sarnpel adalah wajib pajak yang mengisi SPT 1770 SS (Sangat
Sederhana). Padahal tingkat kornpleksitas SPT 1770 SS ini sangat rendah. SPT ini
hanya melaporkan aktiva dan kewajiban yang dimiliki wajib pajak, tanpa meminta
wajib pajak untuk menghitung pajak terutangnya. Tingkat pajak yang harus
dibayarkan oleh wajib pajak sudah dihitungkan oieh pihak pemberi kerja. Oleh
karena penekanan kewajiban pajak dalam SPT Sangat Sederhana mengakibatkan
tingkat pemahaman wajib pajak menjadi kurang mempengaruhi pemenuhan
kewajiban pajaknya.
Selain itu dalarn statistic deskriptif terlihat bahwa tingkat pemahaman
wajib pajak terhadap aturan perpajakan adalah sedarrg ( mean sebesar 88.08 ).
Kondisi sedang ini tercennin dari pemahaman responden yang cukup tinggi dalam
hal tarif pajak yang dikenakan maupun penghasilan yang menjadi obyek pajak.
Akan tetapi pemahaman mengenai aturan pajak terutama berkaitan waktu
pelaporan, denda, sanksi masih rendah. Padahal tingkat pemahaman ini diukur
setelah para pengisi SPT melakukan pelaporan pajak dan wajib pajak sudah
mendapatkan pengarahan pengisiari SPT dari institusi. Oleh karena itu akan lebih
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baik jika pengarahan dan pelatihan pengisian SPT lebih diintensifkan, sehingga
tingkat petneuuhan kewajiban pajak rnenjadi setnakin tinggi.
VI. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat
pernahaman wajib pajak adalah sedang ( tnean sebesar 88.08 ). Kondisi sedang
tercennin dari pernaharnan responden yang cukup tinggi dalam hal tarif pajak
yar-rg dikenakan maupun lvaktu pelaporan. Akan tetapi pemaharnan responden
masih rendah mengenai aturan pajak terutama berkaitan penghasilan apa saja yang
rnenjadi obyek pajak, denda, dan sanksi perpajakan. Tingkat pemahaman tidak
berpengaruh secara signifikan pada pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib
Pajak yang mendaftar secara kolektif.
Kelemahan dalam penelitian ini karena adanya keterbatasan responden karena
rendahnya jawaban responden yang dapat diolah, dan semua responden yang
menjacli rvajib pajak ternyata hanya menggunakan 1 model pelaporan saja yaitu
SPT 1770 SS. Sedangkan wajib pajak yang mengisi SPT 1770s dan l1l0 belum
terjaring sebagai responden. Variabel pemenuhan kewajiban perpajakan
menggunakan metode self-rating, sehingga belum dapat diketahui seberapa besar
seseungguhnya tingkat pemenuhan kervajiban pajak yang dilakukan oleh wajib
pajak.
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